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PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MEKANISME MEDIASI Muhammad Hatta 

Muhammad.hatta@unimal.ac.id _Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 

Lhokseumawe (UNIMAL), Provinsi Aceh. _ _ Abstract: In the Indonesian legal aspect, 

mediation can be applied to all civil cases, even before the judge checks the lawsuit in 

court, the judge must direct the disputing parties to take part in the mediation session.  

 

On the contrary, mediation cannot be applied to criminal cases because it is not 

regulated in criminal procedural law. In Islamic criminal law, cases that can be resolved 

through mediation are qisas, diyat and ta`zir. Qisas and diyat known as penalties that 

have been determined by the nash which violate human rights (individuals) so that 

victims or their heirs can forgive the perpetrators.  

 

To get forgiveness from the victim's heirs, the perpetrator can ask someone, 

organization or government as a mediator to consult so that the victim's heirs will 

forgive the perpetrator's mistake. Furthermore, ta’zir is fully handed over to government 

policy (ulil amri), including the material law and procedural law. The government can 

make regulations that adopt mediation mechanisms to resolve conflicts that occur in the 

community.  

 

Key words: settlement, criminal case, mechanism, mediation Abstrak: Dalam aspek 

hukum Indonesia, mediasi dapat diterapkan kepada semua kasus perdata, bahkan 

sebelum hakim memeriksa gugatan di pengadilan, hakim harus mengarahkan 

pihak-pihak yang bersengketa untuk mengikuti sesi mediasi. Sebaliknya, mediasi justru 

tidak dapat diterapkan kepada perkara-perkara pidana karena tidak diatur di dalam 

hukum acara pidana.  

 



Dalam hukum pidana islam, perkara-perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi 

adalah qisas, diyat dan ta`zir. Qisas dan diyat merupakan hukuman yang sudah 

ditentukan oleh nash yang melanggar hak manusia (individu) sehingga koban atau ahli 

warisnya dapat memaafkan pelaku kejahatan.  

 

Untuk mendapatkan maaf dari ahli waris korban, pelaku dapat meminta sesorang, 

organisasi atau pemerintah sebagai mediator untuk bermusyawarah supaya ahli waris 

korban mau memaafkan kesalahan pelaku. Selanjutnya, jenayah ta`zir sepenuhnya 

diserahkan kepada kebijakan pemerintah (ulil amri), baik pembentukan hukum 

materilnya maupun hukum acaranya.  

 

Pemerintah dapat membuat regulasi yang mengadopsi mekanisme mediasi untuk 

menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Kata Kunci: penyelesaian, perkara 

pidana, mekanisme, mediasi 



 Pendahuluan Umumnya, semua konflik atau sengketa diselesaikan melalui pengadilan 

(litigasi) sesuai dengan jenis dan karakteristik pertikaian yang terjadi antara para pihak._ 

Namun, Penyelesaian secara litigasi benyak terdapat kelemahan.  

 

Pihak-pihak yang bertikai pasti banyak mengeluarkan tenaga, pikiran dan biaya. 

Biasanya, dalam persidangan di pengadilan, para pihak akan beradu argumen, berdebat, 

saling menyalahkan sehingga menciptakan rasa kebencian dan permusuhan yang 

berkepanjangan. Bagi profesi tertentu seperti doktor, guru, konsultan, hakim, tokoh adat 

dan pemuka agama, penyelesaian pertikaian secara litigasi melalui pengadilan dapat 

merusak nama baik dan reputasi seseorang kerana diliput secara luas oleh berbagai 

media baik media cetak maupun elektronik._  

 

Selain itu, penyelesaian pertikaian secara litigasi membutuhkan waktu yang sangat lama. 

Hal ini akan merugikan masyarakat karena akan menambah biaya untuk mengurus 

kasusnya di pengadilan. Semakin lama perkara di sidangkan di pengadilan maka 

semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk menggurus perkaranya di pengadilan._  

 

Akibat lamanya penyelesaian suatu perkara di pengadilan, maka setiap tahunnya 

tumpukan kasus di pengadilan terus meningkat._ Misalnya, Pada tahun 2011 pula, 

jumlah kasus yang terdaftar di Mahkamah Agung sebanyak 16.815 kasus, namun yang 

disidangkan hanya 10,968 kasus saja, sehingga kasus yang menumpuk di Mahkamah 

Agung sebanyak 5.847 kasus._  

 

Sedangkan, pada tahun 2012, jumlah kasus yang masuk ke Mahkamah Agung sebanyak 

21.107 kasus, namun yang diselesaikan hanya 10,995 kasus, sehingga jumlah kasus yang 

tidak diselesaikan berjumlah 5.847 kasus._ Pada tahun 2013, jumlah kasus yang terdaftar 

di Mahkamah Agung sebanyak 22.449 kasus, namun yang diselesaikan hanya 16.034 

kasus, sehingga kasus yang menumpuk di Mahkamah Agung berjumlah 6.415 kasus.  

 

_ Banyaknya keritikan dan pandangan negatif terhadap sistem pengadilan, beberapa 

negara di dunia telah memperkenalkan kaedah alternatif dalam menyelesaikan sengketa 

yang terjadi di masyarakat._ Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, United 

Kingdom, Australia dan Kanada telah menggunakan sarana penyelesaian sengketa 

alternatif (Alternative Dispute Resolution) untuk menyelesaikan sengketa antara para 

pihak._  

 

Sistem pengadilan dinilai tidak mampu menyelesaikan sengketa secara cepat dan murah 

sehingga keberadaan penyelesaian sengketa alternatif diharapkan dapat membantu 

pihak-pihak yang bertikai untuk mendapatkan keadilan. Menurut Mackie, kehadiran 

mekanisme penyelesaian sengketa alternatif itu sendiri lahir disebabkan rasa tidak puas 



terhadap kinerja pengadilan dalam menyelesaikan pertikaian di masyarakat._  

 

Secara teoritis, ada beberapa lembaga atau sarana di dalam penyelesaian sengketa 

alternatif seperti mediasi, arbitrase, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, penilaian para ahli._ 

Namun, mekanisme penyelesaian sengketa yang dinilai sangat ekonomis adalah 

mediasi. Menurut Tun Arifin Zakaria, penyelesaian sengketa melalui mediasi dinilai lebih 

cepat dan murah serta dapat meminimalisir jumlah kasus yang menumpuk di 

pengadilan._  

 

Klein Howard menyatakan bahwa “use of a mediator or some other ADR process can 

resolve disputes more quickly, saving time and money._ Banyaknya manfaat yang 

terdapat dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, beberapa negara di dunia telah 

menjadikan mediasi sebagai mekanesime utama dalam penyelesaian sengketa di 

masyarakat sebelum sengekta tersebut di bawa ke pegadilan.  

 

Menurut David Buxbaum, besarnya manfaat yang terdapat dalam mediasi telah 

membuka cakrawala para pencari keadilan untuk merubah perspektif bahwa pengadilan 

satu-satunya tempat mencari keadilan. Masyarakat mulai percaya bahwa keadilan dapat 

ditemukan di luar pengadilan melalui musyawarah mufakat dengan cara menunjuk 

seorang mediator yang profesional dan independen sebagai pihak penegah untuk 

menyelesaikan sengketa diantara mereka._  

 

Namun, apakah semua sengketa atau perkara dapat diselesaikan melalui mediasi? 

Penelitian ini akan menganalisis penyelesaian perkara pidana melalui mediasi ditinjau 

dari perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian 

doktrinal (doctrinal approach).  

 

Parise menyebutkan bahwa penelitian doktrinal adalah penyajian atau penjelasan yang 

dijalankan secara sistematik berkenaan dengan peraturan, undang-undang tertentu, 

analisis hubungan antara kaedah-kaedah hukum, menjelaskan berbagai kesulitan dalam 

pelaksanaan undang-undang dan meramalkan pembangunan hukum di masa depan._ 

Anwarul Yaqin juga menyebutkan bahwa pendekatan doktrinal untuk menemukan, 

menjelaskan, mengakaji, menganalisis dan mengemukakan secara sistematis fakta, 

prinsip-prinsip, konsep, teori, undang-undang tertentu atau institusi penegak hukum.  

 

Penelitian doktrinal ini dapat menyarankan, mendapatkan dan mengemukakan 

pengetahuan dan ide-ide baru dan pembaharuan terhadap isu-isu yang berhubungan 

dengan hukum._ Selain itu, dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini, penelitian membandingkan antara dua sistem hukum yaitu hukum pidana 



Indonesia dengan hukum pidana Islam terhadap pengaplikasian mediasi dalam 

menyelesaikan perkara pidana.  

 

Watson dan Duncan menyebutkan bahwa pendekatan perbandingan hukum 

(comparative law) merupakan suatu kajian terhadap hubungan antara sistem 

perundangan sesebuah negara atau membandingkan perundang-undangan antara 

berbagai sistem hukum yang berbeda yang ada didunia,_sehingga pendekatan ini dinilai 

sangat tepat digunakan untuk mengalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian 

ini. Konsep Mediasi Kaedah mediasi awalnya diperkenalkan oleh kebudayaan orang asli 

Amerika Syarikat.  

 

_ Namun, pada awal abad ke-20, kaedah mediasi dilaksanakan secara rasmi sebagai 

kaedah penyelesaian sengketa alternatif. Pada tahun 1913, Kongres Amerika Syarikat 

menubuhkan Jabatan Kementerian Tenaga Kerja dan menetapkan Setiausaha 

Kementerian sebagai mediator. Kaedah mediasi diaplikasikan pada masa itu karena 

kaedah ini dianggap dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan untuk 

mengelakkan mogok kerja._Selain itu, mediasi juga berkembang di negara Amerika Latin 

seperti Mesico. Menurut Nader, kaedah mediasi juga dijalankan di kampung-kampung 

negara Mexico seperti Ralu’a.  

 

Di kawasan tersebut, hakim membantu para pihak yang bertelingkah untuk 

menyelesaikan sengketanya secara musyawarat terpimpin. _ Mediasi juga berkembang 

di negara bagian Afrika dan Timur Tengah._ Kemudian, mediasi sampai ke kawasan 

negara-negara Asia seperti negara Australia,_ Jepang,_ China,_ Singapura_ dan 

Malaysia._  

 

Bahkan dari beberapa negara Asia tersebut telah melaksanakan kaedah mediasi secara 

turun-temurun. Misalnya, China telah melaksnakan mediasi selama berabad-abad 

lamanya. Mediasi merupakan formula penyelesaian pertikaian yang telah diterima secara 

umum sama ada secara tradisional mahupun sosial. Semua pertikaian akan diselesaikan 

dengan mengutamakan kaedah mediasi.  

 

Namun, sekiranya pertikaian tidak dapat diselesaikan maka kedua-dua pihak akan 

membawa pertikaian tersebut ke mahkamah. China menempatkan penyelesaian litigasi 

sebagai alternatif, sedangkan mediasi diposisikan sebagai mekanisme utama dalam 

menyelesaikan sengketa dalam masyarakat._ Dalam persfektif barat, mediasi berasal dari 

bahasa Latin medius atau mediare_ yang bermakna penyelesaian sengketa dengan 

melibatakan pihak ketiga sebagai mediator._  

 

Dalam Black’s Law Dictionary disebutkan bahwa mediasi ialah sebuah usaha untuk 



menyelesaikan pertikaian berdasarkan undang-undang melalui peranan pihak ketiga, 

menciptakan formula penyelesaian yang efektif dan efisien serta kedua belah pihak 

merasa puas dengan keputusan yang telah dihasilkan._ Mediator bertugas mempasilitasi 

para pihak yang bersengketa supaya dapat membuat keputusan yang adil dan bijaksana 

kepada kedua belah pihak.  

 

_ Menurut Moore, mediasi dirancang untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah 

pihak secara sukarela dan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator._ Mediator 

berfungsi untuk mempermudah proses mediasi, bersikap netral, terpercaya, 

membangun komunikasi yang efektif dan membantu kedua belah pihak untuk 

membuat keputusan.  

 

Mediator harus mampu meredam emosi atau pemaksaan kehendak oleh satu pihak 

kepada pihak yang lain, mengarahkan komunikasi yang tidak efektif, meluruskan 

mispersepsi, memvalidasi dokumen atau data, mengkondisikan kedua belah pihak 

supaya fokus dengan sengketa yang sedang dirundingkan._ Laurence menekan bahwa 

mediator hanya membantu pihak-pihak yang bertikai dan tidak mempunyai hubungan 

dengan pihak-pihak yang bersengketa.  

 

Mediator hanya mempasilitasi kedua belah pihak yang bertikai untuk membuat 

keputusan secara cepat dengan biaya yang sangat murah_ Taylor menyebutkan, 

penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah sebuah forum, di mana pihak-pihak yang 

bersengketa dapat bermusyawarah dengan baik dan mencapai persetujuan bersama 

dengan bantuan pihak ketiga. Namun, mediasi akan gagal apabila mediator tidak netral, 

berpihak dan terpengaruh dengan kepentingan peribadi atau kelompok tertentu.  

 

_ Mediator tidak bisa membuat keputusan sepihak, sebaliknya mediator hanya 

membantu pihak-pihak yang bertikai membuat keputusan untuk menyelesaikan 

pertikaian yang terjadi diantara mereka. Mediator harus memposisikan kedua belah 

pihak pada posisi yang sama dan sejajar supaya para pihak yang bersengketa tidak 

merasa dibela atau tidak ada pihak yang merasa dikalahkan._ Untuk mencapai tujuan 

tersebut, mediator harus mengetahui peranannya dan kronologis kasus yang sedang 

ditanganinya.  

 

Mediator harus peka dan responsip terhadap kenginan dan keluhan para pihak yang 

bersengketa. Walaupun keinginan para pihak tidak mungkin dapat dipersatukan, tetapi 

mediator harus mengarahkan keinginan para pihak tersebut tidak terlalu jauh berbeda 

sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan.  

 

Dalam aspek hukum islam, mediasi disebut dengan istilah as-sulh yang bermakna qat 



al-niza yakni menyelesaikan pertengkaran, perselisihan atau sengketa._ Selain kata sulh, 

mediasi dalam literatur islam juga disamakan dengan tahkim yang bermaksud 

terdapatnya dua orang atau lebih yang meminta orang lain sebagai penengah untuk 

menyelesaikan perselisihan diantara mereka dengan menggunakan hukum syar`i._  

 

Dalam ensiklopedia hukum islam disebutkan bahwa tahkim adalah meminta bantuan 

kepada orang lain (penengah) untuk menyelesaiakan pertikain dengan keputusan yang 

adil terhadap pihak-pihak yang bertikai._ Ibnu Manzur menyebutkan bahwa istilah sulh 

bersumber dari perkataan al-musalahah yang bermaksud “damai atau perdamaian”. 

Perkataan al-musalahah antonim dengan perkataan al-mukhasamah yang bermakna 

“bersengketa atau bermusuhan”._  

 

Menurut syara’, al-sulh merupakan akad yang menghasilkan suatu kesepakatan untuk 

mengakhiri suatu persengketaan._ Sejak zaman Rasulullah SAW, al-sulh dilakukan dalam 

berbagai bentuk misalnya mendamaikan antara suami dengan istri yang sedang 

bertengkar, mendamaikan pertikaian antara kaum muslimin dan mendamaikan 

perselisihan antara kaum muslimin dengan kelompok kafir.  

 

Al-sulh menjadi metode untuk mendamaikan perselisihan antara kedua belah pihak 

berdasarkan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses 

peradilan di hadapan hakim. _ Al-bajuri menafsirkan istilah al-sulh sebagai penyelesaian 

suatu pertikaian atau berbuat baik._ Sheikh Nazzam dan Qadri Basha menjelaskan 

bahwa al-sulh ialah akad untuk menyelesaikan persengketaan antara pihak-pihak yang 

bermusuhan secara suka rela dan akad tersebut sah apabila terjadi ijab dan qabul._ 

Menurut Siti Noraini dan Zulkifli Hasan, al-sulh dapat disinonimkan dengan Mediasi._  

 

Hammad menyebutkan bahwa proses mediasi menurut prinsip hukum islam disebut al 

sulh atau al wisatoh yang bermakna menyelesaikan sengekat secara suka rela._ Saleh 

Buang berpandangan bahwa al-sulh merupakan suatu proses musyawarah terpimpin 

yang dilakukan sesuai dengan hukum syara’. Penyelesaian sengketa melalui al-sulh 

dilakukan secara terbuka, suka rela, tidak mengedepan emosi dan dendam.  

 

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui al-sulh dapat dilakukan dengan cepat 

sehingga dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga._ Dalam al-Quran, al-Sunnah dan 

pendapat fuqaha banyak deitemukan dalil yang menyerukan penyelesaian sengketa 

anatara ummat melalui mediasi (sulh atau tahkim), misalnya dalam surah al-Hujarat, 

Allah SWT berfirman: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 

berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar 

Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi 

sampai surut kembali pada perintah Allah.  



 

kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah 

kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. 

Surah Al-Hujarat, Ayat 9) Dalam surah yang lain juga digambarkan bahwa penyelesaian 

pertikaian melalui mediasi sangat memberikan kebaikan dan kemanfaatan. Dalam surah 

an-Nisa, Allah SWT berfirman: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan 

mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, 

atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia.  

 

dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak 

Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (QS. Surah An-Nisa, Ayat 114) Dalam 

surah an-Nisa lainnya, kedudukan dan peranan seorang mediator sebagai pihak 

penengah sangat diperlukan untuk memediasi persengketaan diantara pihak-pihak yang 

bermusuhan.  

 

Allah SWT berfirman: “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, 

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal’’ (QS.  

 

Surah An-Nisa, Ayat 35) Penyelesaian sengket melalui mediasi diterima oleh semu pihak, 

bahkan tidak ada di kalangan para sahabat mempersoalkan dan menentang 

penyelesaian sengketa melalui mediasi. Misalnya, ijmak yang melandasi mediasi adalah 

peristiwa yang terjadi antara Umar bin al-Khattab dengan seorang penjual kuda. 

Sebelum membeli seekor kuda, Umar bin al-Khattab mencoba menunggangi kuda 

tersebut.  

 

Ketika di ditunggangi kaki kuda tersebut patah dan Umar bin al-Khattab ingin 

membatalkan membeli kuda tersebut, tetapi si penjual kuda menolaknya. Kemudian 

Umar bin al-Khattab berkata “tunjuklah seseorang untuk menjadi hakam yang akan 

bertindak sebagai penengah di antara kita berdua. Penjual kuda tersebut setuju dan 

menunjuk Syuraih al-Iraqy sebagai mediator (penengah).  

 

Setelah melakukan proses mediasi, Syuraih berkata kepada Umar bin al-Khattab 

“ambillah apa yang telah kamu beli atau kembalikan seperti keadaan semula (tanpa 

cacat).” Ini bermakna, Umar bin al-Khattab harus membayar harga kuda tersebut._ 

Dalam menyelesaiakan suatu perkara, jumlah mediator terdiri dari satu orang atau lebih 

sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.  

 



Namun, siapa yang mengangkat dan mengutus seorang mediator ulama banyak 

berbeda pandangan. Misalnya, dalam sengketa antara suami dengan istri (Syiqaq), 

madzhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali berpandangan bahwa penunjukan seorang 

mediator dilakukan oleh pihak keluarga suami atau istri._ Namun, Wahbah Zuhaili dan 

Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa mediator dipilih oleh para pihak yang bersengketa 

yaitu suami dan istri._  

 

As-sya’bi dan Ibn Abbas berpandangan bahwa orang ketiga yang bertindak sebagai 

penenggah dalam kasus Syiqaq adalah hakim atau pemerintah_ Menurut Ali bin Abu 

Bakar al-Marginani, seorang ulama terkemuka dalam Madzhab Hanafi mengemukakan 

bahwa seorang mediator mempunyai syarat-syarat tertentu seperti perekrutan hakim 

lainnya. Imam Nawawi menyebutkan syarat seorang mediator adalah seorang laki-laki, 

cakap dan sholeh.  

 

Wahbah Zuhaili membuat kriteria khusus seorang mediator yaitu berakal, dewasa, 

(baligh), adil dan beragama islam. Seorang mediator tidak dibenarkan dari seorang kafir 

dzimmi, terpindana hudud (melakukan jenayah qazaf), fasik, dan anak-anak. Apabila 

seseorang memenuhi kriteria tersebut maka mereka termasuk orang-orang yang tidak 

mempunyai kompetensi untuk menengahi pertikaian diatara kedua belah pihak 

(ahliyyah al-qadha’). _ Al shulh dalam hukum islam bertujuan untuk mendamaikan 

pihak-pihak yang bersengketa.  

 

Walaupun al-sulh diperbolehkan di kalangan umat Islam, tetapi penyelesaian sengketa 

melalui al-sulh dibatasi hanya pada akad yang subjek dan objeknya bersifat halal. 

Apabali yang diperjanjikan itu membuat sesuatu yang halal menjadi haram atau 

sebaliknya yang halal dijadikan haram maka al-sulh tidak dapat dijalankan. Hal ini 

dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Hubban dan Tirmidzi dari Umar bin 

Auf Al-Muzanni Rasulullah SAW bersabda: _ “Perdamaian diperbolehkan di antara kaum 

muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram.  

 

Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang 

halal atau menghalalkan yang haram." (H.R Tirmidzi) Dalam hadist yang lain, Rasulullah 

SAW bersabda:_ “dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: perdamaian 

antar kaum muslim dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang 

haram, dan perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal” (HR. Abu Daud).  

 

Dalam kedua hasist tersebut dijelaskan bahwa selama perdamaian tidak melanggar 

hak-hak Allah SWT dan Rasul-Nya, maka perdamaian itu hukumnya boleh dilakukan. 

Perdamaian yang melanggar hak-hak Allah SWT dan Rasul-Nya bermakna perdamaian 



melanggar syariat yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Misalnya 

mediasi menghasilkan suatu kesapakatan anatara seorang suami dengan istrinya yang 

isi perjanjiannya menyebutkan bahwa suami tidak bisa menggauli istrinya lagi, 

perdamaian melakukan zina, mebolehkan minum khamar dan dapat mencuri milik 

orang lain.  

 

Kedua konsep mediasi di atas mempunyai persamaan dimana dalam proses 

penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa menggunakan mediator 

sebagai penegah untuk mengarahkan dan memberikan bebabagi alternatif untuk 

menyelesaikan sengketa diantara mereka. Freedman dan Prigoff menyebutkan bahwa 

mediasi memiliki potensi untuk menyelesaikan sengketa secara lebih ekonomis karena 

mediasi tidak terikat dengan prosedur formal sehingga dapat lebih cepat, tidak banyak 

membutuhkan biaya dan memposisikan para pihak yang besengketa pada posisi yang 

menang (win-win solution), bukan memposisikan para pihak sebagai pihak yang kalah 

dan menang (win-lose solution)._  

 

Penyelesaian Perkara-Perkara Pidana Melalui Mediasi Di Indonesia, mediasi telah 

digunakan sejak zaman penjajahan. Dalam masyarakat tradisional Indonesia, 

pihak-pihak yang bersengketa lebih suka menggunakan pendekatan musyawarah atau 

perdamaian dalam menyelesaikan perselisihan diantara mereka dan biasanya kepala 

desa, kepala suku, tokoh agama atau orang yang dituakan menjadi pihak mediator.  

 

Keputusan pihak mediator dinilai lebih adil dan dapat memuaskan hati para pihak yang 

bersengketa karena mediator adalah orang-orang yang dituakan, dihormati, disegani, 

orang-orang terdekat seperti orang tua, wali dan saudara-saudari lainnya yang 

dianggap lebih mengenal dan memahami pihakpihak yang sedang bertikai._ Banyaknya 

kelebihan yang terdapat dalam mediasi, maka pemerintah Indonesia telah menempat 

mediasi sebagai salah satu meknisme penyelesaian sengketa secara formal dan 

diinternalisasikan ke dalam hukum positif Indonesia.  

 

Dalam sistem peradilan Indonesia, mediasi sudah lama di laksanakan, bahkan mediasi 

sudah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan Indonesia (mediation in the court atau 

court annexed mediation),_ khsusunya mengadili kasus-kasus perdata saja. Sistem ini 

telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPdt)._ Dalam Pasal 

130 dan 154 KUHPdt disebutkan bahwa mediasi dalam pengadilan dapat dilakukan 

terhadap kasus-kasus perdata saja.  

 

Semua keputusan mediasi dibuat dalam bentuk tertulis dan ditetapkan oleh pengadilan. 

Untuk memastikan kedua belah pihak tidak meneruskan kasusnya ke pengadilan, maka 

dalam keputusan mediasi harus disebutkan bahwa kasus ini telah selesai dan tidak lagi 



diteruskan ke pengadilan._  

 

Semua kasus perdata diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dan mediasi 

dilakaukan sebelum majlis hakim melakukan pemeriksaaan pokok perkara (pra 

peradilan). Apabila para pihak tidak menemukan solusi atau penyelesaian terhadap 

sengketanya maka kasus tersebut baru dilanjutkan ke proses peradailan. Selain itu, 

pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan seperti 

Undang-undang No. 30 Tahun 199 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.  

 

1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan kedua peraturan 

perundang-undang tersebut, pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat 

untuk mendirikan lembaga-lembaga mediasi yang berwenang merekrut mediator untuk 

bertugas memediasi sengeta baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.  

 

Misalnya, pendirian lembaga Pusat Mediasi Nasional (The Indonesian Mediation Center) 

mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus perdata seperti hak cipta 

dan hak kekayaan intelektual, persaingan usaha, pemecatan pekerja, pencemaran 

lingkungan hidup, sengketa medik dan lain-lain._ Namun, ada berbagai undang-undang 

yang mengatur penyelesaian pertikaian melalui medisasi secara tersendiri baik dalam 

pengadilan maupun di luar pengadilan.  

 

Misalnya, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,_ Undang-Undang 

No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan undang-undang lainnya. _ 

Dalam aspek hukum pidana Indonesia, Mediasi dalam aspek pidana disebut dengan 

mediasi penal._ Konsep mediasi penal mengadobsi konsep restorative justice yang 

menitikberatkan kepada pengembalian dan pemulihan hak-hak korban._  

 

Munculnya mediasi penal dilatarbelakangi oleh ide-ide pembaharuan hukum pidana 

(penal reform), yaitu ide perlindungan korban dan menghindari efek negatif dari sistem 

peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini. Selain itu, mediasi penal 

muncul karena masalah pragmatis, yakni mengurangi stagnasi atau penumpukan 

perkara di pengadilan dan untuk menyederhanakan proses peradilan._  

 

Pada dasarnya, mediasi dalam penyelesaian perkara pidana tidak dikenal baik secara 

teoritis maupun dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Semua perkara pidana 

diserahkan dan diselesaikan oleh pihak penegak hukum._ Namun, banyaknya kelebihan 

yang ditemukan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi maka mediasi mulai 

diperkenalkan dan diterapkan kepada kasus-kasus pidana dengan istilah penal 



mediation._  

 

Menurut Rudi Satrio, ada beberapa kasus pidana yang sulit diselesaikan melalui 

pengadilan, tetapi lebih efektif sekiranya kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi, 

misalnya kasus yang banyak melibatkan masa seperti tawuran antara kampung, suku 

dan sekolah._ Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) sebagai landasan hukum bagi polisi untuk menegakkan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana secara eksplisit tidak mengatur mediasi sebagai alternatif 

dalam penyelesaian perkara-perkara pidana.  

 

Dalam undang-undang tersebut justru secara tersirat menyebutkan bahwa tidak ada 

perdamaian dalam penyelesaian perkara-perkara pidana, bahkan apabila tercapainya 

perdamaian antara para pihak maka tidak menghilangkan unsur pidana yang ada. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia  dan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan 

Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) menentukan bahwa mediasi dapat 

dilakukan berdasarkan diskresi (plichtmatigheids beginsel) pihak kepolisian apabila 

pihak-pihak yang berperkara secara sukarela mau menyelesaikan perkaranyan melalui 

mediasi.  

 

Namun, kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak bersifat mutlak dan 

parsial terhadap perkara-perkara tertentu saja. Peraturan ini tidak mempunyai daya 

paksa untuk memerintahkan penegak hukum dan pihak-pihak yang berperkara untuk 

menyelesaikan perkaranya melalui mediasi. Pihak kepolisian sebagai salah satu institusi 

penegak hukum hanya mempunyai hak diskresi terhadap perkara-perkara pidana yang 

berdampak kecil terhadap masyarakat._  

 

Dalam konsep hukum pidana islam, ada beberapa jenis hukuman yaitu hudud, 

qisas/diyat dan ta`zir. Salah satu aspek dari norma hukum yang di atur Allah lewat 

Alquran adalah masalah hudud. Secara umum hudud diartikan sebagai aturan-aturan 

hukum yang ketentuan jenis, berat dan ringannya telah ditetapkan oleh nash._  

 

Al-Ashfahani membagi hudud Allah itu meliputi empat kategori, yaitu: Aturan yang 

ketentuannya tidak boleh ditambah atau dikurangi seperti jumlah rakaat dalam shalat 

wajib; Aturan yang boleh ditambah ketentuannya dan tidak boleh dikurangi, misalnya 

kadar zakat; Aturan yang boleh dikurangi tetapi tidak boleh ditambah, misalnya masalah 

poligami tidak boleh lebih dari empat isteri; Aturan yang ketentuannya boleh ditambah 

atau boleh dikurangi, misalnya jumlah rakaat shalat sunnah dhuha._  

 

Menurut Muslich, hudu mempunyai karakteristik yang khas dimana pemidanaannya 



tidak boleh ditambah dan dikurangi atau disesuaikan dengan perkembangan saat ini._ 

Berdasarkan konsep hudud tersebut maka ruang mediasi yaitu untuk mendamaikan 

pelaku dengan korban atau pelaku dengan keluarga korban tidak mungkin dilakukan 

karena karakteristik hukuman hudud menekankan bahawa hukuman tersebut tidak 

dapat di tambah atau dikurangi.  

 

Beberap jenis kejahatan hudud yang tidak dapat dilakukan mediasi seperti tindak pidana 

zina, tindak pidana qadzaf (menuduh zina), tindak pidana pencurian, tindak pidana 

perampokan, tindak pidana minum-minuman keras, murtad dan tindak pidana 

pemberontakan. Tindak pidana qisas dan diyat, yaitu jenayah yang dipidana sesuai 

dengan yang dilakukan kepada orang lain.  

 

Tindak pidana yang termasuk dalam delik qisas dan diyat adalah pembunuhan dan 

penganiayaan. Namun, apabila kedua jenis kejahatan tersebut diperluas, maka dapat 

dikalsifikasikan menjadi pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, 

pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.  

 

Menurut Ahmad Wardi, qisas dan diyat merupakan hukuman yang sudah ditentukan 

oleh syara’ sebagaimana yang telah di tentukan oleh Allah SWT. Namun, yang 

membedakan dengan delik hudud adalah hukuman had melanggar hak Allah SWT (hak 

masyarakat), manakala delik qisas dan diyat suatu perbuatan yang melanggar hak-hak 

individu (manusia)._  

 

Oleh karena itu, pemidanaan tersebut merupakan hak manusia, sehingga seseorang 

yang menjadi korban atau ahli waris korban dapat memaafkan atau mengapuni 

kesalahan pelaku jenayah. Dalam konsteks inilah mediasi dapat dilakukan antara pelaku 

dengan korban atau keluarga korban. _ Misalnya, kasus Masamah binti Raswa Sanusi 

yang dituduh melakukan melakukan pembunuhan terhadap anak majikannya di Arab 

Saudi.  

 

Arab Saudi merupakan negara yang melaksanakan hukum Islam dan menerapkan 

hukuman qisas terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan. Konsulat Jenderal 

Republik Indonesia (Konjen RI) di Jeddah melakukan upaya diplomasi dengan meminta 

kerajaan Arab Saudi untuk memediasi keluarga korban dengan Konjen RI sebagai 

perwakilan dari pihak pelaku untuk meminta keluarga korban memaafkan pelaku dan 

membatalkan hukumannya.  

 

Dalam kasus Masamah, pihak ahli waris mau memaafkan dan membatalkan hukuman 

kepada pihak pelaku tanpa meminta ganti rugi atau konpensasi kepada pelaku atau 

perwakilan Konjen RI._ Namun, banyak juga kasus pembunuhan dimana ahli waris 



mensyaratkan bahwa pembatalan hukuman mati terhadap pelaku harus membayar diyat 

(denda yang harus dibayar karena melukai atau membunuh sebagai ganti rugi 

kematian) dengan jumlah uang tertentu.  

 

Misalnya, kasus Satinah yang secara tidak sengaja melakukan tindakan pembunuhan 

terhadap majikannya karena membela diri dari tindakan penganiayaan yang dilakukan 

oleh majikannya. Pemerintah Arab Saudi mempasilitasi Konjen RI bertemu dengan ahli 

waris korban untuk memaafkan Satinah. Ahli waris korban akhirnya bersedia memaafkan 

Satinah dan meminta diyat kepada pemerintah Indonesia sebesar tujuh juta riyal atau 

setara dengan 21 miliar rupiah._  

 

Selanjutnya, tindak pidana yang termasuk dalam ranah ta’zir. Ta’zir merupakan hukuman 

yang memberikan pendidikan kepada pelaku atas kesalahan yang dilakukannya yang 

tidak diatur secara eksplisit di dalam syara’._ Oleh karena itu, jumlah dan bentuk 

hukuman dalam tindak pidana ta’zir ditentukan oleh pemerintah (hakim).  

 

Pemerintah diberikan hak untuk mengkukum dan membebaskan si pembuat dari 

hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi korban._ Namun, korban juga 

dapat memaafkan atau memberikan pengampunan dalam batas-batas yang 

berhubungan dengan hak pribadi korban. Seseorang hakim mempunyai kekuasaan yang 

luas pada tindak pidana-tindak pidana ta’zir dalam mempertimbangkan keadaan yang 

meringankan yang dapat mengurangi hukuman terhadap pelaku kejahatan._  

 

Misalnya, dalam pelaksanaan syari`at Islam di Aceh, pemerintah membenarkan mediasi 

sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan sengketa adat dan pertikaian pribadi 

sebelum di bawa ke pengadilan._ Dalam Pasal 13 Peraturan Derah (Qanun) No. 7 Tahun 

2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat menentukan bahwa pengadilan adat 

mempunyai kewenangan untuk mendamaikan melalui musyawarah untuk 

menyelesaikan sengketa keluarga atau masalah-masalah sosial yang timbul di 

masyarakat seperti pencurian, perbuatan mesum, penganiayaan ringan, perkelahian, 

penghinaan dan lain-lain.  

 

Posisi dan peranan peradilan adat tidaklah sama seperti peranan peradilan secara 

formal. Pengadilan adat tidak bertindak sebagai pengadil, melainkan berperan sebagai 

penegah diantara pihak-pihak yang berperkara._ Dalam Pasal 13-15 Qanun No. 9 Tahun 

2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat menentukan bahwa semua sengketa yang 

terjadi di dalam masyarakat Aceh terlebih dahulu diselesaikan melalui pengadilan desa 

dan pengadilan adat melalui mekanisme musyawarah yang dipimpin oleh tokoh adat 

dan alim ulama sebagai pihak penegah._  

 



Berdasarkan analisis tersebut di atas, sistem hukum pidana Indonesia tidak 

membernarkan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian terhadap perkara-perkara 

pidana. Walaupun pihak Kepolisian Republik Indonesia mengaplikasikan mediasi 

terhadap kasus-kasus berskala kecil berdasarkan diskresi daripada penegak hukum di 

Indonesia. Namun, hukum pidana Islam membenarkan penyelesaian perkara pidana baik 

qisas, diyat maupun ta`zir melalui meknisme mediasi.  

 

Walaupun penyelesaiak kejahatan yang terkategori dalam hukuman hudud tidak 

dibenarkan melalui mediasi karena kadar hukumannya telah ditentukan secara eksplisit 

di dalam nash dan hukumannya tidak boleh ditambah maupun dikurangi. Kesimpulan 

Dalam aspek hukum baik hukum positif maupun hukum islam, mekanisme penyelesaian 

sengketa, konflik atau pertikaian hanya melalui dua jalur yaitu penyelesaian melalui 

pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi).  

 

Banyaknya kelemahan atau kekurangan sistem penghakiman secara litigasi, telah 

menyebabkan penyelesaian di luar pengadilan mulai diminati oleh pihak-pihak pencari 

keadilan. Salah satu meknisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dinilai 

lebih ekonomis adalah mediasi. Mediasi tidak terikat dengan prosedur formal sehingga 

dapat menyelesaikan perkara dalam waktu yang sangat singkat dan tidak membutuhkan 

biaya yang mahal seperti penyelesaian sengketa melalui pengadilan.  

 

Kelebihan mediasi lainnya adalah kedua belah pihak yang bertikai terlibat langsung 

dalam menentukan mediator dan berperan aktif dalam proses mediasi. Penyelesaia 

sengketa melalu mediasi memposisikan para pihak setara dan tidak lagi membicarakan 

siapa pihak yang benar dan salah sehingga pihak-pihak merasa dimenangkan bukan 

justru sebaliknya ada pihak yang menang dan ada pula pihak yang dikalahkan.  

 

Dalam hukum positif Indonesia, kasus-kasus perdata diwajibkan terlebih dahulu 

menempuh proses mediasi sebelum perkaranya masuk kepengadilan. Dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPdt) ditentukan bahwa proses mediasi 

adalah keharusan dan mengikat, bahkan apabila ada kasus perdata tidak terlebih dahulu 

melalui proses mediasi dan langsung masuk ke pengadilan maka keputusan pengadilan 

tersebut dapat dibatalkan.  

 

Namun, dalam kasus pidana umumnya tidak boleh diselesaikan melalui mediasi, karena 

tidak ada satupun undang-undang menentukan bahwa mediasi sebagai alternatif bagi 

menyelesaikan perkara-perkara pidana. Dalam pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia ditafsirkan sebagai diskresi pihak kepolisian 

untuk melaksanakan mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana.  

 



Undang-undang tersebut dikuatkan lagi dengan Surat Edaran Kapolri No. Pol: 

B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute 

Resolution (ADR) sebagai landasan pelaksanaan mediasi terhadap perkara-perakara 

pidana.  

 

Namun, penulis berpendapat bahwa apabila mediasi tidak terdapat dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka sifatnya tidak terikat dan 

memaksa serta bersifat parsial. Dalam hukum pidana islam, perkara-perkara yang dapat 

diselesaikan melalui mediasi adalah kejahatan yang terkategori dalam ruanglingkup 

qisas dan diyat seperti pembunuhan dan penganiayaan.  

 

Qisas dan diyat merupakan hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’ yang 

melanggar hak manusia (individu) sehingga qisas boleh dimaafkan dan menghapuskan 

semua hukuman. Berlandaskan inilah, mediasi mempunyai peluang untuk dilaksanakan. 

Pelaku kejahatan dapat meminta sesorang, organisasi atau pemerintah sebagai 

mediator untu menjebatani dengan pihak korban atau ahli waris korban. dicari 

perdamaian.  

 

Selanjutnya, mediasi juga dapat di terapkan kepada jenayah ta`zir. Ta’zir merupakan 

hukuman tidak diatur dalam syara’, melainkan ditentukan oleh pemerintah (ulil amri). 

Pemerintahlah yang menerbitkan aturan baik hukum materilnya maupun hukum 

acaranya serta menetapkan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang 

seberat-beratnya.  

 

Namun, semua instrumen tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam lainnya. 

Misalnya, Pemerintah Daerah Provinsi Aceh menerapkan hukuman cambuk kepada 

pelaku tindak pidana mesum (khalwat), perjudian (maisir) dan meminum minuman keras 

(khamar). Selain itu, penyelesaian perkara pribadi, keluarga atau persoalan-persoalan 

sosial lainnya yang melanggar syari`at islam harus diselesaikan terlebih dahulu melalui 

musyawarat yang dipimpin tokoh adat, alim ulama atau seseorang yang disepakati oleh 

kedua belah pihak dengan syarasyarat tertentu.  
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